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Masyarakat Banjar dikenal religius, memiliki perilaku keagamaan yang
berdasarkan nilai keislaman, termasuk dalam poligami. Namun realitasnya,
poligami yang dilakukan banyak bersifat problematik, seperti poligami tidak
tercatat, dilakukan tanpa didasarkan kepada kemampuan ekonomi, bahkan terjadi
tindak kekerasan, baik secara verbal, fisik, juga psikologis.

Penelitian disertasi ini memiliki dua tujuan: pertama, untuk mengetahui
bagaimana perilaku poligami yang dijalankan oleh masyarakat Banjar dan kedua,
untuk mengetahui bagaimanakah poligami tersebut dalam perspektif sosiologi dan
antropologi hukum.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan
pendekatan socio-legal studies yang bersifat interdisipliner, dengan lokasi
penelitian berada di Kalimantan Selatan meliputi wilayah yang didiami oleh
komunitas etnis Banjar asli beserta sub etniknya. Data yang digali dalam penelitian
ini berupa informasi verbal, dan data perilaku poligami yang diperoleh dengan
teknik wawancara dan dokumen. Data yang diperoleh dideskripsikan dan dianalisis
dengan menggunakan teknik thematic analysis.

Hasil penelitian ini menunjukkan, masyarakat Banjar dikategorikan sebagai
polygamous-friendly society, yaitu masyarakat yang ramah terhadap poligami,
bukan polygamous society, yaitu masyarakat yang gemar dan suka berpoligami,
karena pameo yang ada merupakan bentuk otokritik terhadap dampak yang muncul
dari realitas tersebut. Harus diakui, praktik poligami di masyarakat Banjar lebih
banyak didasarkan kepada aturan fikih yang justru banyak melahirkan problem
hukum. Alasan berpoligami didasarkan atas mengutamakan hukum agama,
keberanian berpoligami, meminta dijadikan istri muda, dan berpoligami dengan
menggunakan amalan. Dalam perspektif sosiologi, perilaku poligami tersebut
merupakan sebuah realitas yang terbentuk melalui proses eksternalisasi dan
terkonstruksi dalam waktu yang lama, kemudian menjadi sebuah realitas objektif
yang diinternalisasikan secara turun temurun. Realitas tersebut bersifat non elitis.
Perpaduan antara interpretasi agama, sosial, dan budaya yang membentuk realitas
tersebut, menyebabkan upaya penegakkan keadilan menjadi sulit. Perlu dilakukan
sebuah rekonstruksi realitas dengan reinternalisasi poligami yang sesuai dengan
tujuan hukumnya. Dalam perspektif antropologi, perilaku poligami mencerminkan
adanya dialektika antara hukum Islam dan budaya lokal, sehingga melahirkan apa
yang disebut dengan fikih Banjar. Paling tidak dapat dilihat dari perilaku
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masyarakat yang menggunakan amalan tertentu, seperti ungkapan ada amalannya,
ilmu ka kiri, ataupun ilmu ka kanan. Perilaku tersebut juga merupakan gambaran
kuatnya hegemoni patriakhi dalam budaya hukum yang didukung oleh sarana
agama, ekonomi dan status sosial. Banyaknya kasus poligami yang tidak tercatat,
menunjukkan bahwa budaya hukum yang positif dalam berpoligami masih rendah,
sehingga keberadaan regulasi tidak berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang dapat tawarkan adalah:
pertama, pemahaman terhadap kasus poligami dalam masyarakat perlu dilakukan
secara integratif yang menyatukan argumen-argumen tekstual keagamaan, hukum
adat dan hukum negara. Kedua, perlu dipikirkan suatu rekayasa sosial yang
bertujuan mewujudkan suatu lingkungan sosial yang restriktif terhadap poligami.
Program-program sosial yang termasuk dalam agenda ini antara lain penguatan
kesadaran hukum di kalangan masyarakat umum, pelembagaan konsultasi dan
perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, dan inisiasi dialog keagamaan
yang melibatkan para ulama setempat.
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ABSTRACT
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Doctoral Program in Sharia Science, Postgraduate of UIN Antasari
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The Banjar society, known for its strong adherence to Islamic values, it
includes the practice of polygamy as part of its religious culture. However, the
practice often encounters issues such as unregistered marriages, economic
inadequacy, and verbal, physical, or psychological violence.

This dissertation seeks to: (1) examine the practice of polygamy in Banjar
society, and (2) analyze its implications through sociological and anthropological
legal perspectives.

Employing an empirical legal approach with interdisciplinary socio-legal
methods, this study focuses on South Kalimantan, encompassing Banjar ethnic and
sub-ethnic communities. Data were collected through interviews and
documentation, then described and analyzed using thematic analysis technique.

The findings suggest that that Banjar society is polygamy-tolerant rather
than a polygamous society, which means it is more accepting of polygamy than its
prevalence might suggest, as evidenced by local criticisms of the practice's
consequences and implications. Polygamy in Banjar society is largely guided by
figh rulings, yet it often generates legal and social challenges. Motivations for
polygamy include religious laws, the courage to be a polygamist, a desire for
younger spouses, or reliance on certain local practices. From a sociological
perspective, polygamous behavior is shaped through externalization and
perpetuated over generations as an accepted societal norm. This reality is non-
elitist. However, the intersection of religious, social, and cultural influences
complicates the realization of justice in its practice. Reconstructing this reality
requires reinternalization efforts aligned with the legal objectives of polygamy.
From an anthropological perspective, polygamy reflects the interaction between
Islamic law and local culture, resulting in the phenomenon of figh Banjar. This is
evident in unique societal practices, such as the use of idiomatic expressions like
"the right-hand practices" (practices that are rooted in religion) or "the left-hand
practices" (practices that are stemmed from non-religion practices such as pre-
islamic culture and traditions), which underscore the dominance of patriarchal
structures supported by religious, economic, and social factors. The prevalence of
unregistered polygamy highlights the weak enforcement of legal frameworks and a
low level of legal awareness within the community.

Based on these findings, the study recommends: First, an integrative
approach to addressing polygamy, combining textual religious interpretations,
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customary law, and state legislation. Second, social engineering initiatives are
needed to restrict the practice through legal education. The social programs
proposed in this agenda include fostering a greater understanding of legal matters
among the public, the institutionalization of consultative practices and protections
for women and children, and interreligious dialogues involving local scholars.
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